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Pengantar  Editor 
 
 

Disrupsi atau perubahan adalah sebuah keniscayaan. Hanya 
saja disrupsi itu bisa parsial atau ada yang dirasakan sudah 
menjadi  disrupsi  total  atau  fundamental. Gelombang disrupsi 
telah  mewarnai segala aspek kehidupan warga (seperti di dunia 
bisnis, teknologi, sosial, budaya, pemerintahan, dan politik) di 
hampir tiap negara di dunia.   

Disrupsi yang dipantik revolusi industri 4.0 ini, bila dilihat 
dari sejarah satu dasawarsa yang lalu kala ada pertemuan 
Hannofer Fair Jerman 2011 dan dilanjutkan 2012 muncul  
rekomendasi Working Group industry 4.0. Itu semua berawal dari 
tuntutan,  keinginan,  dan kebutuhan  warga dunia  untuk 
memperoleh produk dan jasa  yang smart product  (efektif, efisien, 
dan multi fungsi)  melalui  smart factory.  

Revolusi industri pada tahap ke-empat  (era 4.0) ini adalah 
sebuah kondisi pada abad ke-21 , ketika terjadi perubahan besar-
besaran di berbagai bidang lewat perpaduan  teknologi yang 
mengurangi sekat-sekat  antardunia fisik, digital, dan biologi.  

Revolusi ini ditandai dengan kemajuan teknologi 
kecerdasan buatan, robot, teknologi nano, komputer kuantum, 
bioteknologi, internet of things, percetakan 3D, dan kendaraan 
tanpa awak semisal drone. 

Sebagaimana revolusi terdahulu, revolusi industri keempat 
dimata netizen berpotensi meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat diseluruh dunia.  
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Namun, bak pisau bermata ganda kemajuan di bidang 
otomatisasi dan kecerdasan buatan ini telah menimbulkan 
kekhawatiran bahwa mesin-mesin suatu hari akan mengambil alih 
pekerjaan manusia. Selain itu, bila revolusi-revolusi sebelumnya 
masih dapat menghasilkan lapangan pekerjaan baru untuk 
menggantikan pekerjaan yang diambil  alih  oleh mesin, 
sementara kali ini kemajuan kecerdasan buatan dan otomatisasi 
dapat menggantikan tenaga kerja manusia secara keseluruhan 
yang digantikan oleh teknologi robotic. 

Revolusi industri era 4.0 sebenarnya bisa dilihat juga 
sebagai  perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung 
secara cepat dan menyangkut dasar kebutuhan pokok dengan 
keinginan masyarakat. Perjalanan perubahan dalam revolusi yang 
terjadi dapat direncanakan atau tanpa kekerasan dan atau melalui 
kekerasan. Dasar perubahan ini sebenarnya adalah pemenuhan 
hasrat keinginan terhadap pemenuhan kebutuhan manusia secara 
cepat dan berkualitas. Revolusi industri telah mengubah cara 
kerja manusia dari penggunaan manual menjadi otomatisasi atau 
digitalisasi  

Revolusi industri 4.0 merupakan fase keempat dari sebuah 
perjalanan sejarah revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18. 
Menurut Prof. Schwab, dunia mengalami empat gelombang 
revolusi industri. Revolusi industri 1.0 ditandai dengan penemuan 
mesin uap untuk mendukung mesin produksi, kereta api, dan 
kapal layar.  

Berbagai peralatan kerja yang semula bergantung pada 
tenaga manusia dan hewan kemudian digantikan dengan mesin 
uap. Revolusi industri ini juga menimbulkan dampak negatif 
dalam bentuk pengangguran massal. 

Ditemukan energi listrik dan konsep pembagian tenaga 
kerja untuk menghasilkan produksi dalam jumlah besar pada awal 
abad 19 telah menandai lahirnya Revolusi Industri 2.0.  
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kerja untuk menghasilkan produksi dalam jumlah besar pada awal 
abad 19 telah menandai lahirnya Revolusi Industri 2.0.  

Energy listrik telah mendorong para ilmuan untuk 
menemukan berbagai teknologi lainnya seperti lampu, mesin 
telegraf, dan teknologi ban berjalan. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
semakin pesat pada awal abad 20 telah melahirkan teknologi 
informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. 
Mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh tenaga manusia tetapi 
menggunakan Programmable  Logic Controller (PLC) atau sistem 
otomatisasi berbasis computer. Dampaknya, biaya produksi 
menjadi semakin murah. Teknolgi informasi juga semakin maju 
diantaranya teknolgi kamera yang terintegrasi dengan mobile 
phone dan semakin berkembangnya industri kreatif  di dunia 
musik dengan ditemukannya file digital. 

Revolusi industri mengalami puncaknya saat ini dengan 
lahirnya teknologi digital yang berdampak masif terhadap hidup 
manusia di seluruh dunia. Revolusi industri terkini atau generasi 
keempat mendorong sistem otomatisasi di dalam semua proses 
aktivitas. Teknologi internet yang semakin masif tidak hanya 
menghubungkan jutaan manusia di seluruh dunia, tetapi juga 
telah menjadi basis bagi transaksi perdagangan dan transportasi 
secara onlinen (Ahmad Yusril Wafi, 2019).  

Sebagai sebuah proses yang berputar cepat maka dampak 
revolusi industry tidak langsung menimbulkan disrupsi total, tapi  
umumnya  diawali adanya proses-proses self disruption, 
peristiwa, kasus awal , yang mengandung patologi, hambatan, dan 
tantangan 

 Seperti  pelapukan pada lambung kapal yang tengah 
melayari samudera luas   memuat ramai penumpang.   Menyadari 
bahaya pelapukan tersabut lalu memantik orang mencatat, 
menyampaikan inisiasi, kreasi, dan inovasi agar terjadinya  
perbaikan (recovery) atau pergantian pendekatan, cara berpikir, 
cari bertindak, dari cara-cara  lama menjadi pola-pola  baru.     
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Akademisi kampus yang mengemban misi tri dharma 
senantiasa rajin mencatat, meneliti, mengkitisi, dan memberikan 
gagasan  alternatif atau solusi terhadap sebuah peristiwa, kasus 
yang menjadi perhatian publik di media massa (baik media lokal, 
nasional, berbahasa Indonesia dan englih, berbasis cetak atau 
online).  

Bunga rampai akademisi ini berupaya mencatat, 
mengkritisi, mengulas aneka dinamika di lingkup pemerintahan 
dan politik yang terjadi dalam satu dasarwa. Hal itu bisa dilihat 
pada bagian pertama  dinamika pemerintahan dan bagian kedua 
dinamika politik.  

Akademisi sudah mengingatkan  sejak dulu hingga saat ini 
bahwa persaingan antarnegara (terutama elemen aparat, bisnis, 
kampus, dan warga) itu berfokus   melakukan persaingan 
kreativitas dan inovasi. Resep agar bersaing menciptakan sumber 
daya yang kreatif  dan inovatif ini distimulan dari hasil riset world 
bank (1995) terhadap 150 negara di dunia bahwa keunggulan 
sebuah negara ditentukan dari  kontribusi natural resources 
(10%), technology (20%), networking (25%), dan kontribusi yang 
terbesar adalah kemampuan sumber daya bangsa menciptakan 
innovation& creativity (45%). Jumlah penduduk yang banyak dan 
sumber daya alam melimpah makin disadari apabila bila salah 
kelola tanpa value added  maka bangsa tersebut siap-siap  
menjadi bangsa pinggiran. 

 Sayangnya upaya merintis inovasi-inovasi  di daerah dan 
nusantara  dihadapkan  pada 5 (lima)   anomali atau problem 
besar yakni (1) korupsi yang mendera dan tidak ada kapoknya 
meski berkali terjadi   OTT KPK; (2) ada upaya menarik birokrasi 
dari sudut netral ke berpihak kepada kandidat atau incumben ini 
tentu mengganggu profesionalitas dan kinerja birokrat;  (3) 
pimpinan daerah hasil pilkada sulit diharapkan jadi agen 
penggerak inovasi karena sebagian kakinya terikat oleh pemodal 
yang biayai kontestasi pilkada yang mahal (high cost politic); (4) 
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swasta (pasar) dibantu media  kadang mengambil alih peran 
instansi pemerintah yang gaptek (gagap teknologi)   dan lembaga 
sampiran negara yang lelet. Pasar misalnya memotong red type  
lewat aksi live quick count, dan  biro jasa pengurusan administrasi 
publik; (5) masih banyak pembangunan diskontinu atau 
dilanjutkan setengah hati oleh elite penerus. Ganti pemimpin, 
maka gantilah kebijakan.  

Alhamdulillah,  generasi milenial sebagai gerbong depan 
bonus demografi era mendatang (era Indonesia emas) merasakan 
disrupsi pemerintahan dan politik berbasis teknologi 4.0. di 
nusantara baru langkah awal dari undakan tangga yang banyak 
dan tinggi.  Para milenial optimis—di tengah munculnya pendemi 
covid-19 di dua pertiga negara dunia sebagai trigger baru disrupsi 
global—mereka yakin akan  sanggup melakukan perubahan yang 
lebih baik lagi kelak. 

 
 

Bandar Lampung, April 2020 
Salam,  
 
 
Editor      
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How to Read This Book 
 
 

Bunga rampai ini merupakan kumpulan catatan, pemikiran 
dan kajian multi disiplin, terutama jurusan pemerintahan, 
administrasi publik, hubungan internasional dan komunikasi. 
Masih ada perdebatan ”dimana batas garis demarkasi internal” 
tatkala  bicara konsepsi pemerintahan maka masuk di dalamnya 
konsepsi politik. Sebaliknya, tatkala bicara konsepsi politik maka 
di dalamnya  termasuk konsepsi pemerintahan.  

Oleh karena itu, buku ini bisa dibaca serial, bisa juga dibaca 
paralel. Tidak perlu terburu-buru untuk menyelesaikan membaca 
buku ini sekaligus. Sebab setiap bagian artikel  buku ini di bagian 
pertama dinamika pemerintahan dan di bagian kedua dinamika 
politik,  semua memiliki konteks masing-masing, cita rasa dan 
kesan yang berbeda, layaknya anda meneguk air zam-zam di 
pinggir lapangan  sepak bola . 
 
Selamat membaca.  Merdeka!      
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Reformasi Elektoral dan  
Evaluasi Pemilu Lampung  

 

ARIZKA WARGANAGERA/Media Lampost.co/2019 

 
 

 
Boris Johnson Perdana Menteri Petahana Inggris menang 

besar dan Inggris dengan segera akan keluar dari Uni Eropa, 
begitulah salah satu judul headline sebuah media massa 
internasional. Boris Johnson sosok kontroversial dalam spektrum 
politik Britania Raya, sebagai seorang yang berlatar belakang 
keluarga kelas menengah, mantan Walikota London ini begitu 
terasa kontroversial sebab Boris-lah salah satu tokoh yang 
mendorong Inggris keluar dari Uni Eropa.  

Nun jauh di seberang atlantik sana saudara muda Amerika 
Serikat pun mengalami gonjang-ganjing politik yang luar biasa, 
tokoh kontroverisal lainnya Donald Trump mendapat 
impeachment (mosi tidak percaya) dari Dewan Perwakilan Rakyat 
Amerika Serikat. Pada bagian lain Spanyol, Chili, India terutama 
paska keluarnya undang-undang mengenai Kewarganegaraan 
(citizenship bill) juga mengalami hal yang sama riot dan 
instabilitas politik termasuk juga persoalan warga Uighur di 
Provinsi Xinjiang, Tiongkok juga mengalami kondisi yang sama 
penuh dengan dinamika dan kontroversi. 

Dunia politik tidak pernah lepas dari kontroversi, 
perdebatan dan perebutan kuasa. Dan dunia hari ini memang 
sedang berhadapan atas ketidakpastian politik dan tentunya juga 
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turbulensi resesi ekonomi global yang akan segera kita hadapi 
pada tahun 2020.  

Pertanyaannya apakah kita semua sudah siap dengan ini 
semua perubahan global ini? Dalam konteks nasional, termasuk 
ketidak-pastian posisi negara soal keberlangsungan Pilkada 
secara langsung (Pilkadasung).Pada awalnya kita sangat 
mendukung Pilkadasung. Jikalau kita evaluasi Pilkadasung bagus 
diawal saja antara kurun waktu tahun 2005 dan 2010, setelahnya 
politik menjadi sangat high cost dengan prevalensi politik uang 
yang sangat tinggi hampir disemua wilayah Indonesia. 

Desk evaluationkami misalkan mendorong sebuah reformasi 
elektoral segera diwujudkan. Pada saat ini, yang menjadi 
concernkita bersama adalah mewujudkan kesejahteraan bagi 
seluruh masyarakat melalui sistem demokrasi yang sehat.  

OIeh sebab itu jika sistem Pemilihan Umum kita anut dan 
pakai baik itu di level Pileg, Pilkada dan Pilpres tidak berdampak 
pada gejala membaiknya kesejahteraan rakyat atau justru 
sebaliknya ada semacam kekacauan "messy" ekonomi dan politik 
ditengah masyarakat. Sistem demokrasi yang dianut mestilah 
menjadi bagian yang di evaluasi. 

Kita misalkan dapat mengusulkan kombinasi sistem pemilu. 
Kepala daerah kabupaten dan kota dapat saja dipilih kembali 
melalui DPRD dan Gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden. 
Pemilihan anggota legislatif DPR RI dan DPRD tetap dipilih secara 
langsung akan tetapi sistem pemilihan kembali pada sistem 
proporsional tertutup, rakyat cukup memilih partai saja bukan 
nama caleg sehingga mekanisme internal partai bisa berjalan dan 
lompat pagar elit dari satu partai ke partai lain bisa dikurangi.  

Satu simulasi kami lakukan dalam kelas mata kuliah Analisis 
Politik Indonesia, dengan memberikan pertanyaan kepada pada 
mahasiswa, apakah ide anda menyoal reformasi elektoral di 
Indonesia?  jawaban para mahasiswa pun beragam walau pada 
umumnya mereka tetap mendukung Pilkadasung akan tetapi pada 
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bagian lain tidak menutup opsi untuk Pilkada via DPRD dengan 
pengawasan ketat. 

Reformasi politik yang sudah berjalan lebih dari 20 tahun 
serta sistem Pilkadasung yang hampir 15 tahun ini dalam konteks 
kekinian seharusnya segera di evalusi. Usul mengenai mendorong 
Pilkada viaDPRD kembali bisa menjadi alternatif. Banyak hal yang 
harus dievaluasi misalkan dampak Pilkadasung terhadap politik 
berbasis high costdan secara akademik ini akan berdampak pada 
berkembangnya capitalist elite/elit kapitalis yang akan 
mengkooptasi logika kesejahteraan rakyat. 

Setelah berjalan 15 tahun, harus diakui memang infra dan 
suprastruktur politik kita belumlah matang dan siap. Dimulai dari 
rendahnya tingkat pendidikan, pendapatan, sistem komunalisme 
yang secara derivatif memunculkan nepotisme dan kolusi politik 
serta budaya politik paternalistik tidaklah 100% cocok dengan 
model demokrasi yang sangat liberal.  

 
Refleksi 

Dan sebelum sebelum grand design reformasi elektoral 
terlaksana, dalam konteks Lampung setelah mengamati 
perjalanan politik dalam 1 (satu) tahun terakhir terdapat beberapa 
hal evalusi Pemilu.  

Pertama, dalam konteks penyelenggara. Kita mendorong 
profesionalitas penyelenggara pemilu mesti ditingkatkan 
terutama pada level badan penyelenggaraan pemilu yang dibuat 
AD HOC, kita menemukan misalkan masih banyak sekali petugas 
KPPS yang masih belum paham berbuat apa ketika ditemukan 
disputes pemilu termasuk juga kelelahan dalam mengorganisir 
Pemilu 2019 lalu. Dalam konteks lain, tiga serangkai, KPU, PPK 
dan KPPS sebenarnya juga sangat berperan dalam peningkatan 
partisipasi pemilu dalam setiap event pemilihan umum.  Angka 
partisipasi Pemilu 2019 atau voter turn out di Provinsi Lampung 
mencapai angka 80,60% untuk Pilres dan 80,50% untuk DPR.  
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partisipasi pemilu dalam setiap event pemilihan umum.  Angka 
partisipasi Pemilu 2019 atau voter turn out di Provinsi Lampung 
mencapai angka 80,60% untuk Pilres dan 80,50% untuk DPR.  

Dan angka in meningkat dengan cukup signifikan, terdapat 
beberapa dugaan faktor yang meningkatkan angka partisipasi 
politik tersebut antara lain faktor money politics, kontestasi dua 
pasangan capres Jokowi dan Prabowo serta keberhasilan 
penyelenggara melakukan sosialisasi pemilu.  

Kedua, dalam konteks pemilih. Menjadi concern bersama 
adalah soal prevalensi politik uang dan menjadi pekerjaan rumah 
yang berat. Mereduksi potensi prevalensi politik uang disaat yang 
bersamaan pendapatan per kapita warga masih dalam level yang 
relatif rendah. Kajian mantan Wakil Presiden Boediono tahun 
2006 menyatakan bahwa ambang batas  GDP per kapita $6000 
akan membuat demokrasi kita berjalan dengan baik perlu untuk 
dikaji lebih lanjut mengingat prevalensi politik uang semakin 
meninggi. 

Ketiga, dalam konteks peserta. Ini menjadi lebih kompleks, 
problem kegagalan institusionalisasi partai politik menjadikan 
kompetisi di ranah elite tidak berjalan semestinya. Visi, misi dan 
platform politik menjadi hal yang dikesampingkan dibandingkan 
dengan logistik politik. Dan ini membuat sistem politik semakin 
mengarah pada persaingan elite kapital ketimbang substansi. 

Pada akhirnya, demokratisasi adalah sebuah momen proses 
coba dan salah, evaluasi setiap kegagalan pemilu mesti menjadi 
concern bersama pada tahun pelaksanaan pemilu selanjutnya. 
Hanya saja apakah kita serius melakukan evaluasi setiap akhir 
pemilu atau hal tersebut hanya rutinitas saja? 
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